PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR &2 TAHUN 2009
TENTANG

PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

1

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sarolangun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009,
dikarenakan masih menunggu evaluasi oleh Gubernur Jambi maka
untuk kelancaran pengeluaran belanja yang bersifat wajib dan
mengikat serta demi kelancaran kegiatan lainnya yang telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang pengeluaran belanja yang
bersifat wajib dan mengikat Tahun Anggaran 2009;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokak
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun
199¢ tentang Perubahan Atas Undang - Undanc Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
389();

Undaag — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajal Bumi dan
Bang unan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12
Tahun 1994 perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Repunlik Indonesia Nomor 3569);

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomcr 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon2sia Nomor 4048),
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Unde ng = Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indones‘i_a Nomor 3688);

Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah
dengan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang —~ Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

Juuaily — dJndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indnanacia Namar 4950).

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaranr Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang
~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang -~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahar Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengavrasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
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Daerah (Lemba'ran ‘Negéra— Rép;ubii-k hindonesia Tahu:n 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor
4138); ’

(1)
(11

Perauran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Perauran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi< Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pencelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara
Repuolik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nemor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomcr 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4570),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rapublik
Iindonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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27. Perawuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Perauran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembanguran Jangka Panjang (RKPJ) Kabupaten
Sarolangun Tahun 2006-2325 (Lembaran Daerah Kabupaten
Saro angun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E, Nomor 04);

29. Peraluran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008
tenta1g Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008
Nomor 03); ;

Memperhatikan coa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APB D) Tahun Anggaran 2009,

G Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2005
~ tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Nomor 2 Seri E,

Nomar 1)

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN
ANGGARAN 2009

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah
Daerah dan DPRN menumt =727 ntanami don tygas pembantuan dengan prinsip
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia
sebagaimaa dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyeienggaraan Pemerintah Dzerah;

Kabupaten adalah kabupaten Sarolangun;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sarolangun;

Bupati adalah Bupati Sarolangun;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun;

Belanja yang bersifat Wajib dan Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupatén
Sarolangun dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.
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BAB I
PENGELUARAN BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT
Pasal 2

1. Belanja menurut Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :



a. Belanja Tidak Langsung; c¢an
b. Belanja Langsung.

2. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dignggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaﬁsanaan program dan kegiatan.

3. Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggar an terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Kelompok Belanja Tidak Lan¢sung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf a
dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

belanja pegawai,

. bunga;

subsidi;

. hibah;

hantuan sosial;

belanja bagi hasil,
bantuan keuangan; dan
belanja tidak terduga,
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Pasal 4

1. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan.

2. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
diangaarkan dalam belania pegawai.

Pasail 5

Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf b dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. belanja pegawai,

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal;

Pasal 6

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 7

»

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b digunakan
untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintah Daerah.



Pasal 5
Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf b dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari¢
a. belanja pegawai,
b. belanja barang dan jasa,; dan
c. belanja modal;

Pasal 6

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pasal 7

1. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b digunakan
untuk pengeluaran pemtelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan den/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah.

2. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 mencakup belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerje, pakaian khusus dan hari-hari terte ntu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas pindah dan pemulangan pegawai.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ~

Agar setiap orang dapat merigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal “¢ Januari 2009

BUPATI SARPLANGUN,
lTELAH DITFHTi KEBENARANNYA

kiUl:uM "e, —Y. .

H. HASAN BASRI AGUS

bl
P, 430 9 44|
Diundangkan di Sarolangun

Pada Tanggal Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH K PA'I EN SAROLANGUN

i

BASA 2

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR



